
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1524, 2018 KEMEN-ESDM. Penetapan Objek Vital Nasional 

Bidang ESDM. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: 48 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL  

BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penataan regulasi di Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral dan upaya 

penyederhanaan mekanisme dalam penetapan dan 

evaluasi Objek Vital Nasional Bidang Energi dan 

Sumber Daya Mineral maka Peraturan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan 

Sumber Daya Mineral perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 

Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan 

Sumber Daya Mineral; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4746); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4959); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas 

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5585);   

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 

2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 289); 

7. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang 

Pengamanan Objek Vital Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 79); 

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

782);  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL 

BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya 

Mineral yang selanjutnya disebut Obvitnas Bidang 

ESDM adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi 

dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak, kepentingan negara dan/atau sumber 

pendapatan negara yang bersifat strategis di bidang 

energi dan sumber daya mineral. 

2. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan 

hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, 

terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan 

berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

3. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang 

didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan 

kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 

4. Tim Obvitnas Bidang ESDM adalah tim koordinasi 

yang terdiri dari unsur Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral dan kementerian/lembaga lain 

yang terkait dengan pengamanan Obvitnas Bidang 

ESDM. 

5. Pengelola Obvitnas Bidang ESDM adalah Badan Usaha 

atau Bentuk Usaha Tetap selaku perangkat otoritas 

dari Obvitnas Bidang ESDM. 
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6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber 

daya mineral. 

7. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Minyak 

dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, dan Direktur 

Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi 

Energi. 

 

BAB II  

CIRI-CIRI DAN KRITERIA OBVITNAS BIDANG ESDM 

 

Pasal 2  

Obvitnas Bidang ESDM terdiri atas: 

a. subbidang minyak dan gas bumi; 

b. subbidang ketenagalistrikan; 

c. subbidang mineral dan batubara; dan 

d. subbidang energi baru, terbarukan, dan konservasi 

energi. 

 

Pasal 3  

Obvitnas Bidang ESDM sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: 

a. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; 

b. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan 

bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan; 

c. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan 

kekacauan transportasi dan komunikasi secara 

nasional; dan/atau  

d. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan 

terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. 
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